
 

 

KEPALA DESA SAMBONGDUKUH 

KABUPATEN JOMBANG 

 

PERATURAN DESA SAMBONGDUKUH 

NOMOR  01 TAHUN 2025 

 

T E N T A N G 

 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  REALISASI PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  

TAHUN ANGGARAN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA DESA SAMBONGDUKUH, 

 

Menimbang :    Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun 

Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung-jawaban Realisasi 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

Anggaran 2024 dan menetapkan  dengan Peraturan Desa ; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2014   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa 



kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539) 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan 

Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6623); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1037); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 

tentang Pembangunan di Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 634); 

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1203); 

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman 



Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

530); 

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 

tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, 

Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang 

dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik 

Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 252) 

15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa ( Berita Daerah 

Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E ); 

16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang 

Daftar Kewenangan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan 

Lokal Berskala Desa; (Berita Daerah Kabupaten Jombang 

Tahun 2018 Nomor 8/E) 

17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 89 Tahun 2020 Tentang 

Perubahan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor  89/E); 

18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 104 Tahun 2023 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Jombang Tahun 2023 Nomor 104/E); 

19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 118 Tahun 2023 Tentang 

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten 

Jombang Tahun 2023 Nomor 118/E); 

20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 05 Tahun 2024 tentang 

Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa Bagi Desa di 

Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah 

Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 05/E; 

21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 06 Tahun 2024 tentang 

Pengelolaan dan Penetapan Bagian dari Hasil Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2024 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Jombang Nomor 55 Tahun 2024  (Berita Daerah Kabupaten 

Jombang Tahun 2024 Nomor 55/E); 

22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 22 Tahun 2024 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor  22/E; 

23. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2017 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Lembaran Desa 

Sambongdukuh  Tahun 2017 Nomor 02/D ). 

24. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2020 tentang tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

Sambongdukuh Tahun  2020 - 2025. ( Lembaran Desa 

Sambongdukuh Tahun 2020 Nomor 04/E ). 



25. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Desa Sambongdukuh Tahun 2024 

(Lembaran Desa Sambongdukuh Tahun 2023 Nomor 02/E ); 

26. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2023 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Sambongdukuh Tahun 2024 

(Lembaran Desa Sambongdukuh Tahun 2023 Nomor 04/A); 

27. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambongdukuh  

Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Sambongdukuh 

Tahun 2024 Nomor 05/A); 

 

 

Dengan Kesepakatan Bersama  

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBONGDUKUH 

Dan 

KEPALA DESA SAMBONGDUKUH 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN DESA SAMBONGDUKUH TENTANG LAPORAN 

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

SAMBONGDUKUH TAHUN ANGGARAN 2024 

 

 

 

 

 

Pasal 1 

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 

2024 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan Desa :            Rp.    2.478.969.999,25 

2. Belanja Desa       :  

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa        Rp.       893.787.828,00    

b. Bidang Pembangunan Desa           Rp.    1.248.094.000,00 

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan         Rp.         31.834.000,00 

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat           Rp.        45.780.000,00 

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat          

   dan Mendesak Desa     Rp.     298.000.000,00 

         _____________________ 

 

 Jumlah Belanja             Rp.    2.517.495.828,00 

 

Surplus/Defisit             Rp.       (38.525.828,75) 

 










